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Abstrak
Kabupaten Sidoarjo banyak terjadi perubahan pemanfaatan lahan perumahan, menjadi komersil salah satunya terjadi di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, perubahan fungsi terjadi hampir di seluruh jalan yang ada di sekitar daerah Gading Fajar, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Disana marak bangunan yang beralih fungsi, yang semula bangunan hunian menjadi bangunan ruko. Pelaksanaan alih fungsi bangunan seyogyanya pelaku usaha harus melewati proses perijinan terkait Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Barulah pelaku usaha dapat melakukan alih fungsi bangunan rumah toko (ruko), baik dalam hal bentuk bangunan hingga kegunaan bangunan tersebut sehingga memiliki kesesuaian dengan tata ruang kota dan bangunan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi bangunan dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi bangunan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi bangunan di Kabupaten Sidoarjo kurang optimal. Penegakan hukum yang kurang optimal dikarenakan beberapa faktor, diantaranya penegak hukum, kesadaran hukum, faktor masyarakat yang belum menunjukkan perkembangan yang baik meskipun Perda IMB di Kabupaten Sidoarjo telah disahkan sejak tahun 2012. Perlayanan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sejatinya sudah menunjukkan optimalisasi dimana pelayanan dapat dilakukan dengan cara mendatangi Kantor DPMPTSP maupun melalui media online. Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi bangunan dikarenakan jumlah aparat penegak hukum yang terbatas, dan juga sosialisasi akan kepedulian dan tujuan baik terhadap perijinan IMB yang masih kurang. akibatnya sekarang proses perijinan IMB di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal. 
Kata kunci: IMB, ijin, pemerintah daerah
Abstract

Sidoarjo Regency has seen many changes in the use of residential land, into commercial ones, one of which occurred in Candi District, Sidoarjo Regency, changes in function occurred in almost all roads around the Gading Fajar area, Candi District, Sidoarjo Regency. There are many buildings that have changed their function, from being a residential building to a shop building. For the implementation of a building function change, business actors should pass a permit process related to a Building Construction Permit (IMB). Only then can business actors change the function of the shop-house (ruko) building, both in terms of the form of the building to the use of the building so that it is in conformity with the city and building layout. The purpose of this study was to determine the law enforcement process against violations of building function conversion and to find out the obstacles faced in the law enforcement process against violations of building function conversion in Sidoarjo Regency. This research is an empirical juridical study, using a sociological juridical approach. The results showed that law enforcement against violations of building function conversion in Sidoarjo Regency is not optimal. Law enforcement is less than optimal due to several factors, including law enforcement, legal awareness, community factors that have not shown good development even though the IMB Perda in Sidoarjo Regency has been passed since 2012. Services at the Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) In fact, it has shown optimization where services can be carried out by visiting the DPMPTSP office or through online media. The obstacles faced in the law enforcement process against violations of the conversion of building functions are due to the limited number of law enforcement officers, as well as the lack of socialization of concern and good intentions for IMB permits. as a result, the IMB licensing process in Sidoarjo Regency is still not optimal.
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PENDAHULUAN 
Seiring perkembangan jaman, banyak masyarakat yang ingin berbenah benah untuk merenovasi atau mengembangankan perencanaan dan perancangan hunian menjadi tempat usaha. Faktanya dilapangan, pengembangan perencanaan dan perancangan arsitektur tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi dapat juga memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pengembangan perencanaan dan perancangan arsitektur adalah timbulnya perubahan fungsi bangunan dari hunian menjadi komersial yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata guna lahan. Hal ini dikarenakan perencanaan dan perancangan lokasi pemukiman yang kurang mempertimbangkan perkembangannya di masa yang akan datang (Dyah 2010). Akan tetapi, pemanfaatan fungsi hunian menjadi fungsi komersial merusak estetika peruntukan bangunan dan lingkungan. Konsep hunian dan tempat usaha, sudah tidak asing lagi bagi masyarakat baik kalangan menengah bawah maupun menengah atas. Hanya saja konsep tersebut diaplikasikan dalam berbagai bentuk yang memberikan perbedaan yang signifikan, apalagi dalam perencanaan maupun penggunaan ruangnya. 
Tulisan ini mengangkat judul alih fungsi hunian menjadi tempat usaha, yang memaparkan konsep tersebut dari akarnya yaitu konsep dan fungsi hunian, konsep dan fungsi ruang, munculnya konsep rumah toko sampai dengan pro dan kontra terhadap konsep rumah toko tersebut. Dari paparan konsep tersebut, dapat diambil sebuah benang merah bahwa konsep rumah toko dapat diaplikasikan sejauh kegiatan usaha tidak mengganggu fungsi ruang dan hunian dalam kegiatan rumah tangga (Arsyiah and Irawan 2016).. Hal ini adalah alih fungsi rumah toko (selanjutnya disebut ruko) oleh pelaku usaha, pemerintah yang memiliki kewenangan menata pembangunan kota atau daerah maupun swasta dan individu yang membutuhkan bangunan baik untuk tempat tinggal, untuk tempat usaha, tempat bekerja atau perkantoran, tempat belajar atau sekolah, dan bangunan lain yang dipergunakan sebagai tempat sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Alih fungsi merupakan pemindahan fungsi, yang kemudian dalam hal bangunan merupakan pemindahan fungsi bangunan dengan cara merubah bentuk dan kegunaan, misalnya bangunan yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan rumah tanggah berpidah fungsi menjadi tempat untuk melakukan kegiatan usaha.
Melakukan alih fungsi bangunan tentu pelaku usaha melakukan pembongkaran bangunan. Peningkatan kualitas hidup di dalam suatu kota tentunya berdampak pada pertambahan penduduk yang kemudian akan mengakibatkan meningkatnya permintaan ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan yang sangat terbatas akan menimbulkan persaingan di antara pengguna lahan di perkotaan, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan.

Kabupaten Sidoarjo banyak terjadi perubahan pemanfaatan lahan perumahan menjadi komersil, salah satunya terjadi di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo perubahan fungsi terjadi hampir di seluruh jalan yang ada di sekitar daerah Gading Fajar, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo banyak bangunan yang beralih fungsi sebelumnya bangunan hunian yang kini menjadi bangunan ruko. Pelaksanaan alih fungsi bangunan terlebih dahulu pelaku usaha harus melewati proses perizinan seperti pengurusan surat-menyurat atau administrasi dan lokasi akan di alih fungsi bangunan sesuai dengan tata kota dan bangunan serta kegunaan bangunan yang telah diatur oleh pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 4 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Selanjutnya setelah melalui proses perizinan dan mendapat rekomendasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, barulah pelaku usaha dapat melakukan alih fungsi bangunan rumah toko (ruko) baik dalam hal bentuk bangunan hingga kegunaan bangunan tersebut sehingga memiliki kesesuaian dengan tata ruang kota dan bangunan. 

Pemanfaatan alih fungsi sesuai dengan pemanfaatan bangunn, dimana merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk bertempat tinggal/ hunian maupun untuk kegiatan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Sehingga perlu diatur agar tercapai bangunan yang berwawasan lingkungan, kenyamanan, keindahan dan perlindungan baik teknis maupun hukum sesuai dengan perkembangan keadaan/zaman. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo kini sedang gencar menerapkan aturan pelarangan pemakaian fungsi hunian menjadi fungsi komersial. Bagi warga yang melanggar izin mendirikan bangunan terpaksa diajukan ke pengadilan agar memberikan efek jera demi taat aturan dalam mendirikan bangunan. Tetapi yang disayangkan penertiban terhadap pelanggaran tata guna lahan baru, belum dilaksanakan secara optimal. Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung menyebutkan, Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan baru izin mendirikan bangunan gedung. Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
 Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB yang di tentukan berdasarkan kompleksitasnya meliputi bangunan gedung sederhana, bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus. Bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dan 2 (dua) lantai, sedangkan bangunan gedung tidak sederhana dibedakan berdasarkan kepentingannya untuk umum atau tidak. Yang dimaksud dengan bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaannya membutuhkan penyelesaian dan teknologi khusus.
Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi bangunan di Kabupaten Sidoarjo?

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi bangunan di Kabupaten Sidoarjo?

METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. penelitian hukum yuridis empiris menjelaskan mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berada didalam kehidupan masyarakat (Muhammad 2004).
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui informan (Suyanto and Sutinah 2005). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan dan beberapa sumber dari peraturan perundang-undangan. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dapat menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian, melalui editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding (ND and Achmad 2015).
PEMBAHASAN
Pengorganisasian Pelayanan dan Penegakan IMB di Kabupaten Sidoarjo 
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus (Pemerintah 2005). Sedangkan, mendirikan bangunan atau membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membangunm memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian dan memperluas bangunan gedung atau bangunan lain bukan gedung.
Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku (Peraturan Daerah 2012). Izin mendirikan bangunan merupakan hal sangat penting untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang aman dan tertib melalui perwujudan pemanfaatan lahan yang serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan dan perkembangan daerah dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.
Kabupaten Sidoarjo dalam upaya memberikan pelayanan pendaftaran ijin mendirikan bangunan (selanjutnya disebut IMB) kewenangannya diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut DPMPTSP). Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut Perbub Petunjuk Pelaksanaan Perda IMB Kabupaten Sidoarjo) menjelaskan bahwa DPMPTSP merupakan perangkat daerah yang menangani pelayanan perizinan secara terpadu.
DPMPTSP menjadi tempat melakukan pendaftaran proses perijinan IMB di Kabupaten Sidoarjo melalui proses yang tidak singkat. Bermula dari Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (25 Jenis Ijin) dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (37 Jenis Ijin) sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka atas dasar tersebut terjadi perubahan nomenklatur menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, maka tertanggal 1 Nopember 2014 kewenangan BPPT menjadi 40 Jenis Ijin dan tertanggal 1 Januari 2015 kewenangan BPPT menjadi 73 Jenis Ijin. Atas dasar  Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo itulah DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. Jumlah perijinan yang ditangani menjadi 73 jenis ijin, hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perijinan.

Pada Bulan Januari 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2016 dengan kewenangan izin sebanyak 94 jenis izin, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Sampai pada tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana Peraturan Pemerintah tersebut merupakan embrio dari Sistem OSS (Online Single Submission). Sebagai dasar pelaksanaan sistem OSS di Kabupaten Sidoarjo maka keluar Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penggunaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sehingga terbit pula Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018. Berdasarkan penjelasan diatas DPMPTSP salah satu dari 94 jenis perijinan yang harus didaftarkan ke DPMPTSP, IMB merupakan salah satunya. 

Perijinan IMB memiliki beberapa jenis, berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut Perda IMB) perijinan IMB dibagi menjadi beberapa hal yakni pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/ renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Penulis dalam objek penelitiannya menitikberatkan pada perubahan pemanfaatan lahan perumahan menjadi komersil, salah satunya terjadi di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo perubahan fungsi terjadi hampir di seluruh jalan yang ada di sekitar daerah Gading Fajar, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo banyak bangunan yang beralih fungsi sebelumnya bangunan hunian yang kini menjadi bangunan ruko. 

Pemanfaatan bangunan yang sebelumnya hunian mengalami perenovasian menjadi bangunan ruko yang diperuntukkan untuk komersil. Berdasarkan Perda IMB, perenovasian masuk sebagai objek perjinan IMB, sehingga diharuskan untuk dilakukan pendaftaran kepada Bupati Sidoarjo dalam hal ini DPMPTSP. Berdasarkan Pasal 4 Perda IMB objek bangunan gedung yang akan dilakukan pembinaan diantaranya:
“Pasal 4

(1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan baru, merehabilitasi/ renovasi, atau pelestarian/ pemugaran wajib memiliki IMB dari Bupati.

(2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan. 

(3) Bupati dapat melimpahkan pemberian izin mendirikan bangunan kepada Pejabat yang menangani urusan di bidang pelayanan perizinan atau pejabat yang ditunjuk.”
Pembinaan dalam hal pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan, dilakukan oleh petugas dimana hal tersebut sudah merupakan satu bagian dari IMB. Apabila seseorang atau badan hukum yang akan melakukan renovasi / perluasan menurut pasal 8 Perda IMB diharuskan untuk melampirkan persayaratan administratif diantaranya :
“Pasal 8

(1) Setiap orang atau badan dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus melengkapi persyaratan dokumen administrasi dan rencana teknis.  

(2) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;

b. data pemohon;

c. foto copy Surat Keputusan Persetujuan Pemanfaatan Ruang/ Izin lokasi, serta  ketetapan yang ada didalamnya;

d. foto copy IMB lama (IMB Perluasan/ Renovasi); 

e. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum; dan

f. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa. 

(3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. gambar rencana/ arsitektur bangunan;

b. gambar sistem struktur;

c. gambar sistem utilitas;

d. perhitungan struktur dan/ atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan lebih dari 2 (dua) lantai;

e. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan

f. data penyedia jasa perencanaan, bagi bangunan yang terkena kewajiban.  

(4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan klasifikasi bangunan.”
Perda IMB telah menerangkan secara spesifikik terkait objek apa saja yang dikenai IMB, juga persyaratan pendaftarannya. Hal lain yang tidak kalah penting yakni sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bagi pelanggar IMB, khususnya diwilayah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Pasal 43 Perda IMB, sanksi administratif diberikan bilamana:
“Pasal 43

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan baru, renovasi dan/  atau pemugaran tanpa memiliki IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi. 

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; 

c. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan; dan/atau

(3) pembongkaran bangunan.”
Pemberian ijin IMB diharuskan membayarkan retribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Nominal retribusi yang harus diberikan sesuai dengan spesifikasi bangunan yang akan didirikan/ direnovasi, atau dihancurkan. Terkait pelanggaran akan retribusi daserah tersebut dalam penegakannya pemerintah daerah kabupaten sidoarjo memberikan kewenangannya kepada PPNS, diamana sesuai pasal 48 Perda IMB, yakni :
“Pasal 48

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di  bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”
Selain diberikan sanksi administrasi, berdasarkan Pasal 49 Perda IMB, juga terdapat ketentuan pidana diantaranya adalah :
“Pasal 49

(1) Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 43, Pasal 44, atau Pasal 45 , setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 atau Pasal 17 dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Wajib retribusi yang tidak membayar kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terhutang yang tidak/kurang bayar. 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah tindak pidana pelanggaran.”
Upaya penegakan IMB baik berupa pemberian sanksi administratif hingga pemberian pidana, diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS merupakan penyidik non kepolisian yang wewenangnya diberikan undang-undang. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan PPNS, di antaranya Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan, bahwa: “penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.” Penjelasannya: “kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum”. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan tentang keberadaan PPNS, yaitu: “Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”. 

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Acara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa, PPNS merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah terutama dalam Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan adanya PPNS, yaitu: 

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
(4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penegakan hukum Perda dilakukan oleh PPNS, salah satu penegak hukum PPNS yakni Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP). Satpol PP diberikan wewenang menjadi salah satu unsur PPNS sesuai dengan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. dimana dalam peraturan pemerintah tersebut menyebutkan 
“Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/ kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.

(3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Satpol PP.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Proses pengupayaan perijinan IMB di Kabupaten Sidoarjo dari tahap pendaftaran hingga proses pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran IMB sudah diatur dalam Perda IMB. Sehingga masyarakat yang akan mendaftar dapat dengan mudah melakukan pendaftaran. Akan tetapi permsalahannya hingga saat ini masih banyak masyarakat yang melanggar terkait proses perijinan IMB. Proses penegakkan oleh PPNS sangat dibutuhkan demi ketertiban umum dan tujuan dari IMB dapat tercapai.
Proses Penegakan Hukum Pelanggaran IMB di Kabupaten Sidoarjo

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan (Ardiansyah 2018). Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut (Rahardjo 2009):
a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.

b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.

c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.

d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.
Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern, berikut penjelasannya (Utami 2017):
a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutaan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan intergritas kepribadian. Kecapakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika dilapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparatur penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang serius pada aparatur penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggunjawab dalam menegakan hukum.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Alat-alat canggih atau modern diperlukan dalam penegakan hukum untuk membantu penegak hukum dalam menangani perkara, hal ini diperlukan agar perkara dapat diselesaikan lebih cepat tanpa adanya kendala.
Penegakan hukum dalam artian luas harus didukung dari berbagai faktor seperti yang telah dijelaskan diatas. IMB merupakan salah satu instrumen dalam proses tata kelola bangunan yang baik dan memilik struktur yang jelas. Sehingga harus dilakukan penegakan hukum dalam upaya pelaksanaan IMB. 

Penegakan hukum IMB tidak sekonyong-konyong dilakukan melalui pemberian sanksi, tetapi ada tahap-tahap yang harus dilalui yakni melalui proses himbauan, sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat, pelayanan yang memadai, apabila hal tersebut semua sudah dilakukan pemerintah daerah barulah pemberian sanksi dalam upaya penegakan hukum IMB dapat dilaksanakan.  

Proses penegakan hukum dapat dilihat melalui beberapa indikator sederhana diantaranya terkait perangkat hukumnya, penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, faktor sarana atau fasilitas yang ada. Hal tersebut dapat dijadikan indikator keberhasilan penekagakan hukum khususnya dalam perijinan IMB. 

Hal pertama yang harus ada dalam proses penegakan hukum terkait IMB adalah perangkat hukum. perangkat hukum merupakan aturan dalam pelaksanaan IMB dari hulu ke hilir harus jelas dan tidak menimbulkan kekaburan, penafsiran ganda, maupun adanya ketidaklengkapan aturan. Hal tersebut harus ada mengingat peraturan terkait IMB adalah aturan main dalam proses perijinan IMB. 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini Bupati Sidorjo telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Peraturan tersebut berisi prinsip dan manfaat pemberian IMB, Perijinan dalam IMB, Pelaksanaan pembangunan, pembongkaran, hak, kewajiban, dan larangan, serta peran serta masyarakat. Hal paling utama dalam pembuatan peraturan adalah terkait bagaiman proses penegakan peraturan tersebut dapat terlaksana. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dalam upaya menjunjung penegakan terdapat peraturan terkait peran serta masyarakat, pengawasan dan pengendalian, ketentuan retribusi, sanksi administrasi, dan sanksi pidana. 

Perda IMB pada dasarnya dapat menjadi acuan dalam melakukan penegakan IMB di Kabupaten Sidoarjo. Lebih lanjut lagi, pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo menerbitkan peraturan teknis IMB, peraturan teknis tersebut sudah dilakukan perubahan beberapa kali pasca Perda IMB pada tahun 2012 diterbitkan. Peraturan teknis IMB diterbitkan melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 103 tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut Perbub IMB). 

Peraturan teknis yang termuat dalam Perbub IMB adalah terkait Ketentuan bangunan, garis sempadan, mekanisme mendirikan bangunan, peran serta masyarakat, tata pembayaran retribusi dan tempat pembayarannya, prosedur pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan piutang retribusi, tata cara penagihan, tata cara pengajuan keberatan, pengawan dan pengendalian bangunan, tata cara pengenaan sanksi administratif, dan persetujuan pembongkaran. 

Terkait upaya penegakannya dalam Perbub IMB telah dijelaskan bahwa, upaya pertama yang harus dilakukan adalah melakukan upaya preventif melalui pembinaan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 25 Perbub IMB
“Pasal 25
(1) Terhadap pemilik bangunan yang belum dilengkapi IMB atau pemegang IMB yang tidak melaksanakan kewajiban dan / atau melanggar IMB, diberikan pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bangunan. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan agar pemilik bangunan mematuhi ketentuan ketentuan IMB atau melakukan pembongkaran sendiri atas bangunan yang melanggar ketentuan IMB. 
(3) Apabila pemilik bangunan atau pemegang IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghadiri undangan/panggilan dinas, diberikan :
a. Surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari  kalender;

b. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari  kalender;

c. Surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(4) Apabila pemilik bangunan atau pemegang IMB tidak menghiraukan teguran ketiga sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf c, dilakukan tindakan :

a. Pembatasan kegiatan pembangunan;

b. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

c. Penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan;

d. Pembekuan IMB;

e. Pencabutan IMB. 
(5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, b dan c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan bangunan.
(6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d dan e, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang perizinan bangunan.”
Bupati dalam upaya penegakannya mendahulukan upaya preventif dengan memberikan pembinaan, terhadap pelanggar IMB. Pelanggar IMB yang mendapatkan pembinaan diharapkan akan mau dan mampu memohonkan IMB kepada Bupati melalui DPMPTSP. 
Petugas dalam melakukan penegakan pelanggaran perda adalah Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan Pasal 5 PP Pol PP. Proses Polisi Pamongpraja dalam melaksanakan tugas penegakan perda adalah sesuai dengan Pasal 6 dan 7 PP Pol PP, dimana menyebutkan 

“Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;

c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;

d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
“Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.”
Proses penegakan pelanggaran IMB, Pol PP dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran yang ada. Adapun yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” dalam penjelasan pasal ini adalah tindakan Pol PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.

Proses pelayanan IMB di Kabupaten Sidoarjo, telah terintegrasi dengan layanan daring sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan IMB dengan mudah. Pada tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana Peraturan Pemerintah tersebut merupakan embrio dari Sistem OSS (Online Single Submission). Sebagai dasar pelaksanaan sistem OSS di Kabupaten Sidoarjo maka keluar Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penggunaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sehingga terbit pula Peraturan Bupati nomor 78 Tahun 2018 yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. 

Apabila dilihat dari proses IMB dari hulu ke hilir, mulai dari aturan, pelayanan, dan penegakan Kabupaten Sidoarjo telah memiliki instrumen yang siap. Tetapi permasalahannya dilapangan banyak dijumpai bangunan yang tidak memiliki IMB seperti yang penulis teliti diwilayah Gading Murni, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Disana masyarakat masih belum memperhatikan arti penting dari IMB, sehingga bangunan yang awalnya adalah bangunan hunian berubah menjadi bangunan usaha berupa ruko tanpa ada upaya pemberian IMB.
Kesadaran masyarakat akan IMB sangat kurang, sebagai bukti akan kurangnya kesadaran masyarakat adalah dengan hasil wawancara yang penulis lakukan di wilayah Gading Murni, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo.  Masyarakat mayoritas tidak mau melakukan pendaftaran IMB dengan berbagai alasan. Disisi lain banyak yang belum mengetahui akan aturan perijinan IMB, tetapi dilain sisi tidak sedikit yang mengetahui aturan tetapi mengabaikannya.
Kendala dalam proses Penegakan Hukum IMB di Kabupaten Sidoarjo

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Friedman 2009):
“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction …Strukture also means how the legislature is organized …what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action.”
Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan (Marzuki 2005).
Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Ali 2002). Substansi hukum menurut Friedman adalah (Friedman 2009) :
“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books”. 
Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya,yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat (Friedman 2009): 

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”. 
Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. 

Ahmad Ali memberikan pendapat bahwa (Ali 2002) 

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya  
Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Lawrance Friedman diatas, memunculkan sebuah tesis bahwa apabila sebuah hukum yang efektif ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya masyarakat, maka apabila ketika hal terebut tidak berjalan maka hukum tidak akan berjalan dengan mestinya. 

Pertanyaan dari tesis diatas yakni “apa yang menjadi pokok permasalahan yang menghambat struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum di masyarakat berjalan dengan semestinya”. Penulis setelah melakukan studi lapangan terkait proses perijinan IMB, khususnya diwilayah Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi, diwilayah Gading Murni, menemukan beberapa temuan, terkait penghambat substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum untuk berjalan sebagaimana mestinya. 

Struktur hukum dalam upaya penegakan IMB dikabupaten Sidoarjo seyogyanya telah mengakomodir terkait bangunan hunian, yang dirubah untuk menjadi bangunan usaha. Tetapi permasalahannya dalam aturan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik  terkait proses pendaftar IMB baru yang sebelumnya tidak memiliki IMB dan akan melakukan renovasi bangunannya. Mau tidak mau bangunan yang akan direnovasi tersebut diwajibkan untuk dilakukan pendaftaran. Disisi lain sebelumnya tidak memiliki IMB, sehingga masyarakat yang akan mendaftar enggan untuk melakukan pendaftaran, dikarenakan prosesnya akan lebih lama terkait proses pendaftaran IMB. 

Pelayanan pendaftar IMB sudah diakukan secara optimal oleh DPMPTSP baik pendaftar yang dilakukan melalui sistem offline / dengan pendaftaran dengan mendatangi Kantor DPMPTSP atau melalui media daring. Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah calon pendaftar untuk melakukan pendaftaran tanpa perlu membuang banyak waktu. 

Hal utama yang menjadi hambatan pendafaran perijinan IMB adalah dikarenakan budaya hukum masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat meskipun mengetahui akan kewajiban melakukan pendaftaran IMB, tetapi enggan untuk melakukan pendaftaran. 

Cakupan wilayah Kabupaten Sidoarjo yang sangat luas juga mempengaruhi optimalisasi penegakan hukum pendaftaran IMB. PPNS dan juga Sat Pol PP memfokuskan diri melakukan penegakan diwilayah Kota Sidoarjo, sedangkan cakupan wilayah pendaftaran meliputi seluruh Kabupaten Sidoarjo yang sangat luas. 

Penegak hukum, hanya melakukan penagakan pada perorangan dan badan hukum yang akan melakukan pembangunan yang dirasa memiliki dampak yang tinggi, seperti bangunan gedung. Sedangkan, bangunan yang dilakukan perseorangan yang tidak sensitif / signifikan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat dilakukan lebih longgar. 

Hal tersebut dilakukan oleh penegak hukum dikarenakan jumlah penegakan hukum yang terbatas. Sehingga hal tersebut terpaksa dilakukan oleh penegak hukum dilapangan. Sehingga efektifitas penegakan dilakukan pada hal pembangunan yang sentral. 

Budaya masyarakat yang belum terlalu menganggap penting terhadap perijinan IMB sangat berpengaruh dalam proses penegakan perijinan IMB. Dalam Perda IMB dan Perbub IMB seharusnya telah mengakomodir terkait peran serta masyarakat, Pasal 22 Perda IMB menjelaskan bahwa:
Pasal 22

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberian informasi terkait dengan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan. 

(2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk laporan pengaduan kepada Bupati. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Masyarakat dalam Perda IMB diharapkan mampu melakukan pengaduan terkait pelanggaran IMB kepada Bupati. Filosofi dibuatnya pasal tersebut adalah dikarenakan terbatasnya kemampuan penegakan hukum akan jumlah pengawas terkait pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga peran serta masyarakat harus terus ditumbuhkan untuk tetap menjaga sistem hukum yang berjalan baik.

Fakta dilapangan terkait hal tersebut belum berjalan optimal, dikarenakan memang masyarakat lebih memilih diam. Masyarakat lebih memilih diam dikarenakan proses pengaduan tersebut dianggap akan mengganggu hubungan dimasyarakat. Hubungan sosial / kesenjangan sosial (like or dislike) akan terjadi. 

Sejalan dengan pemikiran Lawrance M. Friedman dalam menerjemahkan efektifitas hukum yakni dilihat melalui struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dimasyarakat. Penulis dapat simpulkan bahwa kekurangan dalam proses penegakan hukum perijinan IMB di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di wilayah Candi, dikarenakan budaya hukum masyarakat yang kurang dan sistem hukum yang belum memadai.

PENUTUP 
Kesimpulan 

Alih fungsi bangunan yang sebelumnya merupakan hunian dan dilakukan renovasi menjadi ruko yang terjadi diwilayah Gading Murni, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, merupakan objek perijinan IMB. Masyarakat melalui Perda IMB dan Perbub IMB Kabupaten Sidoarjo diwajibkan untuk melakukan pendaftaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi bangunan di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan. kekurangan penegakan hukum dikarenakan beberapa faktor, diantaranya Penegak Hukum, Kesadaran Hukum, Faktor Masyarakat yang belum menunjukkan perkembangan yang baik meskipun Perda IMB di Kabupaten Sidoarjo disahkan sejak tahun 2012. Terkait perlayanan yang diberikan oleh Bupati yang kewenangannya diberikan kepada DPMPTSP. Sejatinya telah menunjukkan optimalisasi dimana pelayanan dapat dilakukan dengan cara mendatangi Kantor DPMPTSP maupun melalui media daring.

Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi bangunan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya wilayah Gading Murni adalah dikarenakan oleh jumlah aparat penegak hukum yang terbatas dan juga sosialisasi akan kepedulian serta tujuan baik terhadap perijinan IMB yang masih kurang. Sehingga, hingga saat ini proses perijinan IMB di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal.

Saran 

Tujuan hukum akan tercapai apabila unsur-unsur baik struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya masyarakat bisa berjalan bersama-sama. Tetapi, meskipun apabila ada kekurangan dalam struktur hukum dan substansi hukum, sedangkan budaya hukum masyarakat berjalan dengan baik maka tujuan hukum akan dapat berjalan. Sehingga disini penulis memiliki saran pendapat bahwasanya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, lebih menitikberatkan kepada pemberian sosialisasi kepada masyarakat terkait akan pentingnya pendaftaran perijinan IMB.

 Sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada masyarakat yang melanggar IMB saja. Tetapi lebih kepada peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dapat dioptimalkan dalam upaya pengaduan kepada Bupati terkait pelanggaran IMB yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi penegak hukum atas pelanggar IMB yang terbatas akan memperlambat upaya penegakan, sehingga peran serta masyarakat akan sangat membantu tugas pokok dan fungsi penegak hukum terkait perijinan IMB. 

Sttuktur hukum dan substansi hukum yang ada tetap tidak akan berjalan optimal jika budaya masyarakat akan hukum itu sendiri lemah. Sehingga selain Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi, penguatan sistem tatanan ketaan norma dimasyarakat juga harus ditata. Hal ini dapat tercapai dengan kembali memanfaatkan peran serta stake holder paling bawah yakni Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). 
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